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ABSTRAK 

WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA, TAHUN 2025. Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng (Studi 

Kasus Di BPKPD Soppeng). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Bapak Ansyarif 

Khalid dan Ibu Mukminati Ridwan. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pegaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Soppeng, dengan 

fokus pada data keuangan dari tahun 2020-2024. PAD merupakan sumber 

pendapatan utama daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode analisis 

regresi linier sederhana melalui bantuan perangkat lunak SPSS 26. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian 

keuangan daerah. Namun demikian tingkat kemandirian Kabupaten Soppeng masih 

berada pada kategori sangat rendah (0-25%), dengan capaian tertinggi sebesar 

18,5% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng masih 

bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan optimalisasi PAD perlu 

ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan otonomi daerah. 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Dana 

Transfer, & Otonomi Daerah. 
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ABCTRACT 

WAODE NUR KHALIFA MUQADDIMA, TAHUN 2025. Pengaruh Pendapatan  Asli 

Daerah Terhadap Kemandirian  Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng (Studi 

KASUS DI BPKPD Soppeng). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Bapak 

Ansyarif Khalid dan Ibu Mukminati Ridwan. 

This study aims to analyze the effect of Local Own- Source Revenue (PAD) 

on regional financial independence in Soppeng Regency, based on financial data 

from 2020 to 2024. PAD is the main source of local revenue, comprising regional 

taxes, service charges, income from regionally managed assets, and other legitimate 

sources. The research applies an associative quantitative approach using simple 

linear regression analysis with the assistance of SPSS 26 software. The findings 

indicate that PAD has a significant positive effect on regional financial independence. 

However, the financial independence level of Soppeng Regency remains very low (0-

25%), with the highest achievement of 18,5% in 2024. These result suggest that the 

region still heavily relies on intergovernmental transfers and needs to optimize its 

PAD to strengthen fiscal capacity and regional autonomy. 

Keyword: Local Own- Source Revenue, Regional Financial Independane, Transfer 

Funds, & Regional Autonom. 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih 

luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal guna memenuhi 

kebutuhan pembangunan dan pelayanan Masyarakat. Konteks ini, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menjadi instrument kunci yang mencerminkan kemanpuan daerah 

dalam membiayai kebutuhan anggaran secara mandiri. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama 

keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai kebutuhannya secara mandiri. PAD mencakup penerimaan daerah yang 

bersumber dari pajak daerah, terribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Besarnya PAD menunjukkan 

sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai 

sumber pendapatan. Daerah dengan PAD yang tinggi biasanya memiliki tingkat 

kemandirian keuangan yang lebih baik karena tidak terlalu bergantung pada dana 

transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana 

Alokasi khusus (DAK). 

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki banyak potensi 

adalah Kabupaten Soppeng. Kabupaten ini dapat menghasilkan pendapatan daerah 

dari berbagai sektor, termasuk sektor pajak, retribusi, dan BUMD. Namun, hal ini 

1 



2 
 

 

tidak berarti bahwa Kabupaten Soppeng dapat memenuhi semua kebutuhan 

daerahnya sendiri. Pemerintah menggunakan dana perimbangan yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup 

ketidakseimbangan ini. Dana perimbangan yang mendukung kebutuhan daerah 

Kabupaten Soppeng ini terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

Dalam konteks Kabupaten Soppeng, kemandrian keuangan daerah sangat 

bergantung pada efektivitas PAD dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. 

Menurut penelitian yang dilakukan pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan, 

dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng, faktor-faktor seperti kepemimpinan, 

komunikasi, dan profesionalisme memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai dala mengelola keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan PAD dapat 

berdampak pada peningkatan alokasi anggaran belanja modal serta penguatan 

strutur fiskal daerah.   

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PAD berkontribusi 

signifikan  terhadap kemandirian daerah. Misalnya studi di Jawa Barat menemukan 

bahwa PAD memiliki pengaruh posistif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah, sementara dana perimbangan jutru cenderung mengurangi tingkat 

kemandirian fiskal. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa daerah dengan PAD 

yang tinggi cenderung memiliki tingkat efektivitas dan kemandirian yang lebih baik. 

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun PAD penting, faktor lain seperti dana 

perimbangan dari pemerintah pusat masih memainkan peran dominan dalam 

struktur keuangan Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, untuk mencapai 

kemandirian keuangan yang lebih tinggi, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi 



3 
 

 

dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain serta meningkatkan efisiensi 

pengelolaan keuangan daerah. 

Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa 

Kabupaten Soppeng telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 

laporan keuangannya selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara administrative, pengelolaan keuangan daerah sudah baik. Namun, untuk 

meningkatkan finansial, diperlukan upaya dalam meningkatkan PAD dan 

mengurangi ketergantungan pada dana transfer. https://sulsel.bpk.go.id/kabupaten-

soppeng/?utm_source=   

Penelitian tentang pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah 

penting untuk mengetahui sejauh mana PAD dapat menjadi instrument utama dalam 

meningkatkan otonomi fiskal daerah. Pemahaman ini dapat membantu pemerintah 

daerah dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan sumber daya 

lokal, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan pembangunan yang 

berkelanjutan.  

Penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah berupa proposal berdasa 

rkan uraian tersebut, dan judulnya “Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di BPKPD 

Soppeng)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 

apakah PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah? 

https://sulsel.bpk.go.id/kabupaten-soppeng/?utm_source=chatgpt.com
https://sulsel.bpk.go.id/kabupaten-soppeng/?utm_source=chatgpt.com
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana PAD berpengaruh terhadap 

kemandirian keuangan daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan pada hari persiapan penelitian ini akan memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak, antara lai: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitain ini dapat menambah informasi, referensi, dan 

pemikiran tentang dampak pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah 

Kabupaten Soppeng. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai alat bantu pengajaran untuk memperluas pemahaman dan 

pengetahuan tentang dampak pendapatan asli daerah terhadap kemandirian 

daerah Kabupaten Soppeng. 

b. Akademisi  

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan informasi dan 

pemahaman sebagai panduan. 

c. Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang 

situasi seputar kemerdekaan Kabupaten Soppeng. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang 

digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi darah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 28 Tahun 2009). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumbangan nyata yang 

diberikan oleh masyarakat setempat untuk mendukung otonomi yang 

diberikan kepada daerahnya. Perolehan PAD yang signifikan merupakan 

tanda dukungan yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk memiliki 

otonomi yang lebih besar dalam menjalankan operasional sehari-hari dan 

pembangunan daerah  (Mulyana & Budianingsih, 2019). Pajak daerah 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

paling dapat diandalkan di era otonomi daerah bagi setiap daerah. Tentu 

saja, sumber-sumber lain juga menjadi pertimbangan dalam 

melaksanakan pembangunan dam pemerintahan  (Beno et al., 2022) 

Tujuan Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD): 

 Mengetahui kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah 

 Mengukur tingkat kemandirian daerah 

 Menilai efektivitas pengelolaan potensi ekonomi daerah 
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Sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 bersumber dari: 

Pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah 

 

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai 

penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah 

(Wibowo & Utami, 2014). Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan ini 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah lagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(Asteria, 2015). Dengan kata lain pajak daerah yaitu: 1). Pajak 

yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah 

sendiri, 2). Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional 

tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, 3). 

Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh pemerintah daerah, 4). 

Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat 
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tetapi pungutannya dibagi hasilkan dengan dibebani pungutan 

tambahan oleh pemerintah daerah. 

Berikut ini jenis pajak daerah dan tarif maksimumnya, sesuai 

dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009 

(http://djkdkemendagri.go.id): 

1. Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor 10%, tarif progresif dapat 

digunakan untuk kendaraan pribadi  

b) 20% adalah biaya transfer kendaraan bermotor 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%, tarif dapat 

diturunkan untuk mobil yang digunakan untuk angkutan 

umum 

d) Pajak Pemanfaatan Air Permukaan 20% 

e) Pajak Rokok 10% dari tarif cukai rokok 

2. Jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri atas: 

a) 10% untuk hotel, 10% untuk restoran, 35% untuk hiburan, 

dan 25% untuk reklame 

b) 10% pajak penerangan jalan 

c) 25% pajak mineral dan bantuan bukan logam 

d) 30% pajak parkir 

e) 10% pajak sarang burung wallet 

f) 0,3% pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan 

perkotaan 

http://djkdkemendagri.go.id/
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g) BPHTB ( bea perolehan ha katas tanah dan bangunan) 

h) 20% pajak pemanfaatan air tanah 

b. Restribusi Daerah 

Retribusi merupakan pembayaran kepada negara oleh pihak 

yang memanfaatkan jasa negara dalam hal ini retribusi daerah 

merupakan pembayaran kepada negara atas jasa yang diberikan 

baik secara langsung maupun tidak langsung atau atas hasil 

pekerjaan yang diperoleh dari suatu usaha atau barang milik 

daerah (Kusumadewi,C.,& Purwanto, W., 2020). Menurut Undang-

undang No. 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah penguatan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi 

daerah adalah pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan sebagai 

imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secarya langsung oleh 

seseorang atau badan (Marlin & Pratiwi, 2021) 

Pembayaran retribusi adalah: 1). Dasar untuk mengenakan 

retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari 

pelayanan-pelayanan yang disediakan, 2). Dalam beberapa hal 

retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga 

jasa suatu pelayanan, yaitu dasar mencari keuntungan. 
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Sedangkan jenis-jenis retribusi sesuai dengan UU No. 28 tahun 

2009 (http://djkd.kemendagri.go.id ) adalah sebagai berikut: 

1)   Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan 

Sipil 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat 

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

6) Retribusi Pelayanan Pasar 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

10) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus 

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan 

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

15) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

16) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan 

17) Retribusi Tempat Pelelangan 

18) Retribusi Terminal  

19) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

20) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 

http://djkd.kemendagri.go.id/
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21) Retribusi Rumah Potong Hewan 

22) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan  

23) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  

24) Retribusi Penyeberangan di Air 

25) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

26) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

27) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  

28) Retribusi Izin Gangguan 

29) Retribusi Izin Trayek 

30) Retribusi Izin Usaha Perikanan 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Sepanjang tidak melanggar ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa 

pendekatan untuk mengkaji potensi sumber pendapatan daerah. 

Badan usaha daerah, yaitu unit produksi, merupakan salah satu 

sumber PAD yang cukup signifikan dan sangat penting yang perlu 

mendapat perhatikan khusus: 1. Pelayanan; 2. Penyelenggaraan 

kesejahteraan umum; dan 3. Pengembangan pendapatan. 

Dengan mengutamakan industrialisasi, perdamaian, dan 

kepastian kerja, badan usaha daerah bertujuan untuk memberikan 

kontribusi bagi terwujudnya pembangunan daerah khususnya 

serta mendorong terwujudnya tuntutan menuju Masyarakat yang 

adil dan makmur. 
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d. Lain- lain PAD yang sah 

Lain-lain PAD yang sah meliputi 

(http://raypratama.blogsopt.com/2010/02/blog-post.html.) :1). Hasil 

penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, 2). Jasa giro, 3). 

Pendapatan bunga, 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata 

uang asing, 5). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh 

daerah. 

2. Kemandirian Keuangan Daerah 

Kapasitas pemerintah kabupaten atau kota dalam mendanai berbagai inisiatif 

pemerintah, proyek pembangunan, dan layanan bagi masyarakat yang membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah ditunjukkan 

oleh kemandirian keuangan daerah (Bukit, 2022). Tingkat keterlibatan masyarakat 

setempat dalam pembangunan daerah juga tercermin dari ketergantungan daerah di 

sisi lain, semakin besar kemandirian keuangan daerah memberikan kesan semakin 

tingginya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Salah 

satu unsur PAD adalah pajak dan retribusi daerah. Perbandingan antara PAD 

dengan pendapatan pemerintah pusat menunjukkan adanya kemandirian keuangan 

daerah (Hidaya & Hasbiullah, 2023). Kemampuan suatu daerah untuk menggali 

potensi sumber daya guna mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pada 

entitas yang berasal dari luar daerah disebut kemandirian keuangan daerah. 

Kemampuan pemerintah untuk menggunakan berbagai bentuk pendapatan daerah 

http://raypratama.blogsopt.com/2010/02/blog-post.html
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guna mendanai pembangunan daerah dan operasional pemerintahan disebut 

kemandirian keuangan daerah (Malau & Simarmata, 2020) 

 Hubungan situasinal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu 

kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan, harus diperhatikan dalam menentukan pola interaksi antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: 

Tabel 2.1 

Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

Kemampuan keuangan Kemandirian % Pola Hubungan 

Sangat Rendah 0-25% Instruktif 

Rendah 25-50% Konsultatif 

Sedang 50-75% Partisipatif 

Tinggi 75-100% Delegatif 

Sumber: Adhiatmoko dalam Indah S.N, 2020 

a) Pola hubungan instruktif menunjukkan bagaimana pemerintah pusat 

memberikan pedoman atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemerintah 

daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah. 

b) Pola hubungan konsultatif mengindikasikan campur tangan dari pemerintah 

pusat mulai berkurang karena menganggap daerah sedikit lebih mampu 

melaksanakan otonomi daerah 
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c) Pola hubungan partisipatif mengindikasikan terkait peranan pemerintah pusat 

mulai berkurang, karena mengingat daerah terkait tingkat kemandiriannta 

mendekati mampu dalam menjalankan otonomi daerah 

d) Pola hubungan delegatif mengindikasikan campur tangan pusat sudah tidak 

ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam 

menjalankan segala bentuk urusan otonomi daerah. 

Otonomi daerah cukup tinggi. Ketergantungan daerah terhadap pihal 

lain , dalam hal ini pemerintah pusat, berkurang apabila pendapatan daerah 

lebih besar. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah 

dapat juga digambarkan dengan tingkat kemandirian, tingkat kemandirian 

yang tinggi juga dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

tinggi, seperti yang terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pajak 

dan retrubsi. Akibatnya, sejumlah variabel mempengaruhi kemandirian 

daerah, termasuk:   

a. Potensi perekonomian daerah yang terkendali masih terbatas. 

b. Penerimaan pajak atau retribusi daerah masih rendah. 

c. Administrasi pemungutan masih rendah. 

d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan masih kurang. 

e. Kemampuan untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui dinas 

pendapatan daerah. 

Kepasitas suatu daerah untuk memanfaatkan potensi sumber 

dayanya dengan mengurangi atau menhilangkan ketergantungannya pada 

entitas eksternal disebut sebagai kemandirian daerah. Daerah otonom 
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menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mendanai pembentukan atau 

pengoprasian tata kelola dan pembangunan daerah dari sumber pendapatan 

asli daerah.  

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian terdahulu 

No 

Nama 
Peneliti 

dan Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Alat 

Analisis 
Hasil 

Penelitian 

1. (Fatimah et 
al., 2020) 

Pengaruh 
pendapatan 
asli daerah 
dan dana 
perimbangan 
terhadap 
belanja modal 
dan tingkat 
kemandirian 
keuangan.  

X1: 
Pendapatan 
asli daerah  
X2: Dana 
perimbangan  
Y1: Belanja 
Modal. 
Y2: 
Kemandirian 
daerah. 
 

Structura I 
Equation 
Modeling 
(SEM) 

Pendapatan asli 
daerah 
berpengaruh 
positif terhadap 
tingkat 
kemandirian 
keuangan 
daerah. Dana 
perimbangan 
berpengaruh 
positif terhadap 
tingkat 
kemandirian 
keuangan 
daerah. 

2. (Kristina et 
al., 2021) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) Dan 
Dana 
Perimbangan 
Terhadap 
Kemandirian 
Keuangan 
Daerah 
Kabupaten 
Halmahera 

X1: 
Pendapatan 
asli daerah 
X2: Dana 
perimbangan 
Y: 
Kemandirian 
keuangan  

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Pendapatan asli 
daerah mampu 
memberikan 
pengaruh yang 
positif terhadap 
peningkatan 
kemandirian 
keuangan daerah 
Kabupaten 
Halmahera 
Tengah, 
sementara untuk 
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Tengah variabel Dana 
perimbangan 
tidak mampu 
memberikan 
pengaruh 
terhadap 
peningkatan 
kemandirian 
keuangan daerah 
Kabupaten 
Halmahera 
Tengah. 

3. (Syafira 
Frijunita et 
al., 2024) 

Pengaruh 
Pad, Tax 
Effort, Belanja 
Modal 
Terhadap 
Tingkat 
Kemandirian 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

X1: PAD 
X2: Tax Effort  
X3: Belanja 
Modal 
Y: 
Kemandirian 
keuangan 
pemerintah 
daerah 

Analisis 
Regresi 
Linier 
Berganda 

Pendapatan asli 
daerah 
berpengaruh 
positif terhadap 
tingkat 
kemandirian 
keuangan 
daerah, 
sedangkan tax 
effort tidak 

berpengaruh 
terhadap tingkat 
kemandirian 
keuangan 
daerah, dan 
belanja modal 
menunjukkan 
hasil berpengaruh 
negatif terhadap 
tingkat 
kemandirian 
keuangan 
daerah. 

4. (Komunitas 
et al., 2012) 

Analisis 
Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah, 
Dana Alokasi 
Umum dan 
Belanja Modal 
Terhadap 
Tingkat 
Kemandirian 
Keuangan 

X1: 
Pendapatan 
Asli daerah  
X2: Dana 
alokasi umum 
X3: Belanja 
modal 
Y: 
Kemandirian 
keuangan 
daerah  

Analisis 
Statistik 
Deskriptif 

1)Pendapatan 
asli daerah 
memiliki 
pengaruh yang 
signifikan positif 
terhadap tingkat 
kemandirian 
keuangan 
daerah. 2)Dana 
alokasi umum 
memiliki 
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Daerah Pada 
Kabupaten/ 
Kota di 
Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 
2012-2017 

pengaruh yang 
signifikan negatif 
terhadap 
kemandirian 
keuangan 
daerah. 

5. (Wasil et al., 
2020) 

Analisis 
Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Terhadap 
Kemandirian 
Keuangan 
Daerah 
Kabupaten 
Sidoarjo 

X1: 
Pendapatan 
Asli Daerah  
X2: Dana 
Perimbangan 
Y: 
Kemandirian 
keuangan 
daerah 

Analisis 
Regresi 
Linier 
Berganda 

Pendapatan asli 
daerah 
berpengaruh 
positif dan 
terhadap 
kemandirian 
keuangan 
daerah, dana 
perimbangan 
berpengaruh 
negatif dan 
terhadap 
kemandirian 
keuangan 
daerah, 
pendapatan asli 
daerah dan dana 
perimbangan 
secara simultan 
berpengaruh 
posistif terhadap 
kemandirian 
keuangan 
daerah. 

6. (Bukit, 
2022) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Dan Dana 
Alokasi Umum 
Terhadap 
Kemandirian 
Daerah dan 
Dampaknya 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi di 
Kabupaten/ 
Kota Provinsi 
Jambi Tahun 
2010-2019  

X1: 
Pendapatan 
asli daerah  
X2: Dana 
alokasi umum 
Y1: 
Kemandirian 
daerah 
Y2: 
Pertumbuhan 
Ekonomi  

Analisis 
jalur 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
Pendapatan asli 
daerah (PAD) 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kemandirian 
daerah, Dana 
Alokasi Umum 
(DAU) 
berpengaruh 
negatif terhadap 
kemandirian 
daerah 
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Kabupaten/ Kota 
Provinsi Jambi 
tahun 2010- 
2019. 

7. (Novianti & 
Ishak, 2022) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 
terhadap 
Kemandirian 
Keuangan 
Daerah 
Pemerintah 
Kota Bandung 

X: 
Pendapatan 
asli daerah 
Y: 
Kemandirian 
keuangan 
daerah 

Analisis 
statistik 
deskriptif 
serta 
Analisis 
regresi 
linier 
berganda 

Secara parsial 
pajak daerah 
memberikan 
pengaruh 
signifikan dengan 
arah yang positif 
terhadap 
kemandirian 
keuangan 
pemerintah Kota 
Bandung Tahun 
2016-2020 

8. (Andriani & 
Wahid, 
2019) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
dan Dana 
Perimbangan 
Terhadap 
Kemandirian 
Keuangan 
Daerah (Studi 
KasusPada 
Pemerintah 
Kota 
Tasikmalaya 
Tahun 2006-
20015) 

X1: 
Pendapatan 
asli daerah 
X2: Dana 
perimbangan 
Y: 
Kemandirian 
keuangan 
daerah 

Analisis 
regresi 
berganda 

-Pendapatan asli 
daerah, dana 
perimbangan dan 
kemandirian 
keuangan daerah 
pada pemerintah 
Kota Tasikmalaya 
menagalami 
fluktasi 
-pendapatan asli 
daerah 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kemandirian 
keuangan daerah 
-dana 
perimbangan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kemandirian 
keuangan daerah 
-pendapatan asli 
darah dan dana 
perimbangan 
secara simultan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
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kemandirian 
keuangan daerah   

9.  (Saleh, 
2020) 

Pengaruh 
Pendapatan 
asli daerah 
(PAD) dan 
dana 
perimbangan 
terhadap 
kemandirian 
keuangan 
daerah 

X1: 
Pendapatan 
asli daerah 
X2: Dana 
perimbangan  
Y: 
Kemandirian 
keuangan 
pemerintah 
daerah. 

Regresi 
linier 
berganda 

Pendapatan asli 
daerah 
berpengaruh 
positif terhadap 
kemandirian 
keuangan 
pemerintah 
Kabupaten Bogor 
2012-2017. 

10. (Malau & 
Simarmata, 
2020) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) dan 
Belanja modal 
terhadap 
kemandirian 
keuangan 
daerah. 

X1: 
Pendapatan 
Asli Daerah 
X2: Belanja 
Modal 
Y: 
Kemandirian 
Keuangan 
daerah 

Analisis 
data 
regresi 
panel 

Pendapatan asli 
daerah 
berpengaruh 
positif terhadap 
kemandirian 
keuangan 
daerah, 
sebaliknya 
belanja modal 
berpengaruh 
negatif  terhadap 
kemandirian 
keuangan 
daerah. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pendapatan asli daerah dari ekonomi asli daerah, yang meliputi pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan 

pendapatan daerah lain yang sah, menjadi landasan konseptual untuk 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual berikut untuk 

mengkaji bagaimana pendapatan asli daerah memengaruhi kemandirian 

keuangan daerah. 

Gambar 2.1 
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Penulis menarik kesimpulan bahwa kemandirian daerah dipengaruhi oleh 

pendapatan asli daerah berdasarkan data sebelumnya.  

 

D. Hipotesis  

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah 

 Tuntutan daerah seperti pertumbuhan, pembangunan, dan 

kepentingan umum lainnya dipenuhi oleh pendapatan asli daerah, yang 

berasal dari dalam daerah. Daerah berusaha sebisa mungkin mengurangi 

ketergantungan pada pemerintah federal atau provinsi. Besarnya 

pendapatan PAD daerah menunjukkan derajat kemandirian daerah PAD 

digunakan untuk menyediakan aliran pendapatan yang berfungsi sebagai 

standar untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah mengelola 

keuangannya dan mengembangkan ekonominya (Syafira Frijunita et al., 

2024) 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan 

untuk Belanja Modal. PAD   di   dapatkan   dari   iuran   langsung   dari   

masyarakat, seperti   pajak, retribusi   dan   lain sebagainya. Tanggung jawab 

pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan layanan publik 

Pendapatan Asli 

Daerah (X) 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

(Y) 
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(public service) yang baik kepada masyarakat melalui Belanja Modal. 

Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan 

terhadap Belanja Modal.  Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan 

dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerahnya 

termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai 

sektor.  Semakin tinggi tingkat investasi modal yang dialokasikan dari PAD 

diharapkan mampu meningkatkan kualitias layanan publik dan pada 

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik 

terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan    

asli    daerah    sehingga    peningkatan    tersebut    dapat    mendorong    

terwujudnya kemandirian keuangan di daerah tersebut (Fatimah et al., 2020) 

 Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pantun Bukit (2022), 

Syafira Frijunita et al (2024), dan Fatimah et al (2020) menunjukkan bahawa 

pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kemandirian keuangan daerah.  

 Dari uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

H: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 

daerah Kabupaten Soppeng? 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Metodologi yang digunakan adalah kajian asosiatif kuantitatif. Tujuan 

dari teknik pendekatan asosiatif kuantitatif adalah untuk menguji 

pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten 

Soppeng. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Kantor Badan Pengalolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) yang terletak di Jl. Salotungo No. 3, Watansoppeng, Sulawesi 

Selatan, menjadi Lokasi penelitian ini. Pada tahun 2025, sesi penelitian 

berlangsung selama dua bulan. 

C. Jenis dan Sumber Data 
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1. Jenis data 

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah 

informasi yang dikumpulkan dari sumber lain atau diperoleh secara 

tidak langsung dari sumbernya dan disusun dalam arsip publik 

sebagai bukti catatan Sejarah. 

2. Sumber data  

Teknik laporan keuangan yang diselidiki yaitu, membuat atau 

mengumpulkan catatan laporan keuangan digunakan untuk 

memperoleh sumber data untuk penyelidikan ini. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan kategori generalisasi yang terdiri dari item dan 

orang dengan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti 

dan kemudian diambil kesimpulan. Data pendapatan daerah 

Kabupaten Soppeng yang merupakan data laporan keuangan (LRA) 

yang digunakan selama lima tahun terakhir (2020-2024) yang di 

breakdown per bulan menjadi 12 bulan per tahun menjadi populasi 

penelitian ini dengan pengelolaan 60 sampel. Rentang ini dipilih untuk 

memberikan analisis tren yang relevan dan bermakna mengenai 

situasi keuangan daerah.  

E. Teknik Pengumpulan Data 
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 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi secara tidak 

langsung atau melalui buku-buku, arsip, dokumentasi, atau media daring. 

F.  Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel bebas, juga dikenal sebagai variabel bebas, adalah variabel 

yang mempengaruhi atau mengubah variabel terikat, juga dikenal 

sebagai variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:  

X= Pendapatan Asli Daerah 

2. Variabel dependen, juga dikenal sebagai varibel terikat, adalah 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. karena 

dipengaruhi oleh variabel oleh variabel independent (variabel bebas), 

maka variabel ini disebut sebagai variabel dependen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah: 

Y= Kemandirian Keuangan Daerah 

G. Metode Analisis Data 

 Mencari pengukuran sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total 

pendapatan daerah, menggunakan rumus yang ada di bawah ini:  

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷)

= 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ + 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

+ 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑘𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑖𝑠𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛

+ 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ 

 Mencari kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus yang 

ada di bawah ini : 
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𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡/𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 
× 100% 

 Metode analisis data yang digunakan ada𝐴 = 𝜋𝑟2lah model analisis 

statistik dengan menggunakan SPSS 25. Maka terlebih dahulu melakukan  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, 

variabel pengganggu atau remainin memiliki distribusi normal atau 

sebaliknya. Model analisis yang dipergunakan dalam menjalankan 

pengujian yaitu One-Sample Ko lomogrov-Smimov Test. Model 

regresi disebut mempunyai residual berdistribusi normal jika Asymp. 

Signifikan Sig (2-tailed) sebesar 0.05. 

b. Uji Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi diuji menggunakan uji DW (Durbin Watson). Nilai 

DW sebagai patokan dalam menilai terlepas dari apakah ada 

autokorelasi. Secara garis besar pengukuran nilai DW dalam 

melakukan pengecekan autokorelasi yaitu: a. Nilai DW lebih kecil dari 

2 berarti ada hubungan positif . b. Nilai DW disekitar 2 sampai +2 

menampilkan tidak adanya autokorelasi. c. Nilai DW lebih besar +2 

menampilkan adanya autokorelasi autokorelasi negative. Uji 

Autokorelasi juga dapat dilakukan melalui Run Test. Uji ini merupakan 

bagian dari statistik non-parametric yang dapat digunakan untuk 

menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig 
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(2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar 

dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi. Uji run test akan memberikan kesimpulan yang lebih 

pasti jika terjadi masalah pada Durbin Watson Test yaitu nilai d 

terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL) yang akan 

menyebabkan tidak menghasilkan Kesimpulan yang pasti atau 

pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan DW test (Ghozali, 

2006:103). 

c. Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui bahwa telah 

ditemukan linear disekitar variabel independent. Sama halnya dengan 

yang dijelaskan (Aeniyatul, 2019), jika setiap variabel memiliki 

hubungan yang sempurna maka model kuadrat terkecil tidak berguna. 

Metode yang digunakan dalam pengecekan terkait dengan 

multikolinearitas ialah dengan memakai nilai Value Inflation Faktor 

(VIF). Dimana: a. Toleransi value <0.01 atau VIF >10 → terjadi 

multikolinearitas b. Toleransi value > 0,01 atau VIF < 10 → tidak 

terjadi multikolinearitas. 

d. Uji Heteroskedastisitas Asumsi pokok dari model regresi linier klasik 

ialaha hambatan didalam regresi adalah heteroskedastisitas. 

(Aeniyatul, 2019) mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas 

dilakukan dalam mengukur apakah dalam model regresi terdapat 

varians yang berbeda dari residual satu observasi ke observasi 

lainnya. Uji heteroskedastisitas digunakan dengan menguji Park. Bila 
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nilai hitung < tabel maka dari itu akan timbul homoskedastisitas yaitu 

versi variabel independennya yaitu konstan untuk setiap nilai tertentu 

variabel independent. sebaliknya apabila nilai hitung > tabel, berarti 

terjadi heteroskedastisitas. 

H. Uji Hipotesis 

 Pengujian penelitian ini menggunakan analisis sederhana karena 

terdiri dari satu variabel independent dan satu variabel dependen. 

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengukur hubungan variabel 

independent dan variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R2). 

 Uji R2 atau disebut juga kofisien determinasi adalah nilai yang 

menggambarkan berapa kemapuan atau derajat distribusi variabel bebas 

dalam menerangkan atau menjelaskan variabel yang terikat dalam 

kemampuan yang terhubun g atau mengukur kedekatan hubungan 

antara faktor bebas dan variabel dependen. Besarnya nilai R2 diantara nil 

dan satu (0< R2 <1). Model sudah baik dan tingkat keeretan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat semakin dekat jika nilainya 

semakin mendekati satu. Pemilihan variabel X atas Y benar jika kofisien 

determinasinya lebih besar dari 0,5. Pemilihan variabel X untuk Y tidak 

tepat jika kofisien determinasinya kurang dari 0,5 (Aeniyatul, 2019). 

1. Analisis Regresi linear sederhana 

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh secara linear antara variabel pengetahuan dengan variabel 

minat. Berikut persamaan analisis linear sederhana sebagai berikut; 
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Y= a + bX 

Keterangan; 

Y= variable dependent 

a= konstanta perubahan variable X terhadap Y 

b= koefisien konstanta 

X= variable independent  

 

2. Uji Signifikasi Parsial (Uji- t) 

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar kontribusi 

variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,5 

(𝛼=5%). Untuk pengambilan keputusan terikat hipotesisi dapat 

diterima atau ditolak sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikan >0,05 maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi yang tidak signifikan). Artinya variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Aeniyatul, 

2019) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Soppeng 

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten yangh ada di 

Sulawesi Selatan dan memiliki luas 1.500 km2, secara geografis 

Kabupaten Soppeng terletak pada 4o06-4o32 LS dan antara 119o42 18-

120oo06 BT dengan Batas wilayah: sebelah Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo, seolah Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan 

kabupaten Barru. 

Kabupaten Soppeng terletak pada depresiasi Sungai Walanae yang 

terdiri dari dataran dan perbukitan dengan luas daratan ±700 km2 serta 

berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m diatas permukaan 

laut. Ibu Kota Kabupaten Soppeng adalah Watansoppeng yang berada 

pada ketinggian 120 m diatas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak 

memiliki wilayah pantai, gunung yang ada diwilayah kabupaten soppeng 

menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut: 

a. Gunung Nene Conang (1464 m) 

b. Gunung Laposo (1000 m) 

c. Gunung Sewo (860 m) 

d. Gunung Lapancu (850 m) 
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e. Gunung Bulu Dua (800 m) 

f. Gunung Paowengeng (760 m) 

Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa 

permandian air panas bumi yang Bernama “Lejja”, permandian mata air 

“Ompo” dan permandian alam “Citta”. 

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Soppeng berkedudukan di jalan salotungo. Pembentukan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Soppeng dimulai pada tahun 2021. Legalitas pembentukan dan 

operasional SKPD ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Soppeng nomor 65 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan 

peraturan Kabupaten Soppeng Nomor 24 Tahun 2014 tentang uraian 

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah. 

a. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Soppeng 

1. Visi  

Terwujudnya pengelolah keuangan yang efisien, efektif akuntabel 

dan transparan menuju pelayanan keuangan yang prima dan 

provesional. 
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2. Misi  

A. Mewujudkan peningkatan pengelola keuangan dan 

pendapatan daerah dengan efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel. 

B. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah 

melalui pajak daerah. 

C. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif 

sesuai standar, tertib, optimal dan akuntabel. 

b. Tugas pokok badan pengelolaan keuangan dan pendapatan 

daerah 

1. Kepala Badan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas 

membantu. Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang 

menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretariat, mempunyai 

tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, 

mengoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan 
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urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan 

keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi 

kepada semua unsur yang menjadi kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. Sub Bagian Umum 

Sub bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh 

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretariat 

dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, 

mengelola dan melaksanakan administrasi urusan ketata 

usahaan Bidang dan pengelolaan urusan umum kepegawaian 

yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Sub bagian perencanaan dan pelaporan  

Sub bagian perencanaan dan pelaporan  dipimpin oleh 

Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris 

dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, 

mengelola dan melakukan administrasi urusan perencanaan 

dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan yang 

menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Sub bagian keuangan 
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Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub 

bagian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam 

memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan 

melakukan administrasi keuangan atau penatausahaan 

keuangan meliputi penyusunan anggaran, vertifikasi, 

perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan yang 

menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

3. Bidang Anggaran 

Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai 

tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah yang terkait dengan Bidang Anggaran yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja 

Operasi. 

Sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran 

belanja operasi dan tidak terduga dipimpin oleh Kepala sub 

bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Anggaran dalam memimpin, menyiapkan bahan, penyusunan 

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan 
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melaksanakan program dan kegiatan Sub bidang 

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi 

dan Tidak Terduga yang menjadi kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

b. Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja 

Modal. 

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 

Belanja Modal dipimpin oleh Kepala Sub bidang, mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam memimpin, 

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan 

Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja 

Modal yang menjadi kewenangannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

4. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dipimpin oleh 

Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang 

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentua peraturan perundang- 

undangan. 
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a. Sub Bidang Perbendaharaan 

Sub bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala 

Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Perbendaharaan dan pengelolaan Kas dalam memimpin, 

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan 

sub bidang perbendaharaan yang menjadi kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

b. Sub Bidang Pengelolaan Kas 

Sub bidang Pengelolaan Kas dipimpin oleh Kepala 

Sub bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

perbendaharaan dan pengelolaan kas dalam memimpin, 

menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan 

sub bidang pengelolaan kas yang menjadi kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

5. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang membantu 

Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang 
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Akuntansi yang menjadi kewenangnnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

 

 

a. Sub Bidang Akuntansi 

Sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam memimpin, 

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan 

sub bidang akuntansi penerimaaan dan pengeluaran kas 

yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

b. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan 

Sub bidang penyusunan laporan keuangan dipimpin 

oleh Kepala subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Akuntansi dalam memimpin, menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan 

dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang 

Penyusunan Laporan Keuangan yang menjadi 

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara  
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Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh 

Kepala Bidang, membantu Kepala Badan dalam memimpin, 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah yang terkait dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan 

Sub bidang Analisis Kebutuhan dipimpin oleh Kepala 

Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Pengelolaaan Barang Milik Daerah dalam memimpin, 

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan 

sub bidang analisis kebutuhan yang menjadi kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik 

Sub bidang Pemanfaatan dan penghapusan Barang 

Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai 

tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan 

melaksanakan program dan kegiatan sub bidang 

pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah yang 
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menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peruturan 

perundang- undangan. 

 

 

 

B. Hasil Penelitian 

Data yang digunakan adalah data skunder Laporan Realisasi 

Anggaran (ILRA) yang diperoleh dari Web https://djpk.kemenkeu.go.id/ 

Kabupaten Soppeng tahun 2021-2024. 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber 

dari ekonomi asli daerah yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain- lain PAD yang sah. 

Tabel 4.1 

Jumlah PAD Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 

Tahun  Jumlah PAD 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Rp. 151,455,225,345,90 

Rp. 155,455,225,345,90 

Rp. 142,984,979,837.03 

Rp. 166,337,709,659.39 

Rp. 1,189,407,743,925.80 

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/ 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
https://djpk.kemenkeu.go.id/
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 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Soppeng berhasil 

mempertahankan efektifitas penerimaan PAD tahun 2020 - 2024. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng mampu memaksimalkan 

potensi pendapatan daerah dengan meningkatkan penerimaan PAD dari 

berbagai sumber. 

Komponen PAD bersumber dari UU No. 28 Tahun 2009 di atas  digunakan 

untuk: 

a. Mengukur kontribusinya terhadap total pendapatan daerah 

b. Menentukan pengaruh PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah 

c. Melihat efektivitas pemungutan PAD dari tahun ke tahun  

2. Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak, retribusi daerah sebagai 

sumber pendapatan daerah yang dibutuhkan. Besar kemandirian keuangan 

dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rumus: 

Tabel 4.2 

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024 

Tahun PAD Transfer Pusat  Presentase 
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2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Rp. 151,860,141,337,87 

Rp. 155,455,225,345,90 

Rp. 142,984,979,837,03 

Rp. 166,337,709,659,39 

Rp. 178,158,515,015,80 

Rp. 854,758,766,531,00 

Rp. 970,643,355,351,00 

Rp. 931,660,464,598,00 

Rp. 924,615,682,393,00 

Rp.962,398,539,540,00                                

17,8% 

16,0% 

15,3% 

18,0% 

18,5% 

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/ 

Pada tabel di atas bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng 

pada tahun 2020-2024 masih terbilang sangat rendah karena berada dikisaran 0-

25%. Pada tahun 2020-2023 tingkat kemandirian Kabupaten Soppeng tiap tahun 

mengalami naik turun, dapat kita lihat mengalami kenaikan yang mencapai tingkat 

kemandirian tertinggi yaitu 18,5% di tahun 2024. Tingkat kemandirian terendah pada 

tahu 2022 dengan tingkat kemandirian hanya mencapai 15,3%. 

Komponen data kemandirian keuangan: 

1. Perbandingan PAD terhadap dana transfer dari pusat  

Diukur menggunakan rasio: 

𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡/𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 
× 100% 

2. Kategori kemandirian keuangan menurut presntase: 

a. 0 – 25%: Sangat Rendah ( Instruktif) 

b. 25 – 50%: Rendah (Konsultatif) 

c. 50 – 75%: Sedang ( Partisipasif) 

d. 75 – 100%: Tinggi ( Delegatif) 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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3. Data empiris Kabupaten Soppeng (2020- 2024), tingkat kemandirian 

keuangan berkisar antara 15,3% - 18,5% termasuk kategori sangat rendah. 

C. Hasil Analisis Data 

Tabel 4.1 

Variabel X dan Variabel Y 

X Y 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12655011778 0.177664327 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

12954602112 0.160156894 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 
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11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

11915414986 0.153473272 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

13861475805 0.179899295 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 

14846542918 0.18511927 
  

Tabel 4.2  

Deskriptif Variabel  

Descriptive Statistics 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pendapatan Asli Daerah 60 11915.00 14847.00 13246.6000 1023.15039 

Kemandirian Keuangan 

Daerah 

60 5.47 6.73 6.1080 .42801 

Valid N (listwise) 60     

 

Tabel menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp 11.915,00 dan nilai maksimum 

sebesar Rp 14. 847,00. Nilai rata- rata PAD sebesar Rp 13.246,60 

dengan standar deviasi sebesar Rp 1.023,15. Hal ini mengindikasikan 

bahwa secara umum PAD pada daerah yang menjadi kisaran nilai yang 

tinggi dengan penyebaran data yang masih dalam batas wajar. 

Sementara itu, untuk variabel Kemandirian Keuangan Daerah, 

diperoleh nilai minimum sebesar 5,47 dan nilai maksimum sebesar 6,73. 

Rata- rata tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 6,1080, 

dengan standar deviasi sebesar 0,42801. Nilai standar deviasi yang 

relatif kecil menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah 

antar daerah sampel tidak terlalu bervariasi dan cenderung stabil. 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

kemandirian keuangan daerah kabupaten soppeng maka digunakan uji 

asumsi klasik seperti; 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai sisa berdistribusi 

normal. Uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah residual 
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berdistribusi normal adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-

Smirno (K-S). Cara menentukannya adalah dengan melihat nilai 

signifikansi sisa. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residu 

berdistribusi normal (Imam Ghozali, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean .00000 

Std. Deviation .14981 

Most Extreme Differences Absolute .219 

Positive .219 

Negative -.201 

Test Statistic .219 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa data yang diperoleh merupakan nilai 

Asymp Sig. (2-tailed) adalah 0,200 > 0,05 sehingga residu berdistribusi 

normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis grafis berupa grafik P-P plot. Regresi dengan mencari sebaran 

data pada sumber diagonal  grafik  P-P standar. Adapun grafik P-P Plot 

dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 

 

Grafik Normal P-P Plot 

Gambar 4.1 merupakan grafik P-P Plot. Grafik P-P Plot diatas 

menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan 
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mengikuti arah garis diagonal tersebut. Dengan demikian, bahwa model 

regresi berdistribusi normal atau memenuhi syarat asumsi normalitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan (korelasi) antara nilai residual (galat) pada suatu observasi 

dengan residual pada observasilainnya dalam suatu model regresi. 

Autokorelasi yang terjadi dapat menyebabkan pelanggaran terhadap 

asumsi klasik regresi linear, yang mengharuskan residual bersifat 

independen. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan 

menggunakan Durbin- Watson Test. 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .987a .974 .974 .06927 1.169 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah 

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 
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 Pada tabel diperoleh nilai Durbin- Watson sebesar 1.169 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi dengan dasar 

pengambilan keputusan du (1.6927) < DW (1.169) > 4- du (2,6803). 

c. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang mengetahui ada 

tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. 

Hasil penelitian menggunakan nilai toleransi dan VIF untuk menentukan 

apakah ada multikolinearitas. Menurut (Imam Ghozali, 2011), tidak terjadi 

gejala multikolonearitas, jika nilai tolerance >0,10 dan VIF <10,00. 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 Pendapatan Asli Daerah .987 .987 .987 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 
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Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas semua variabel 

memperoleh nilai tolerance sebesar 1,000 dan nilai VIF sebesar 1,000. 

Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas. 

Sehingga dapat disimpulkan pada data penelitian ini tidaj terjadi 

multikolinearitas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan varians antara residu suatu pengamatan dengan residu 

pengamatan yang lain dalam suatu model regresi.Para peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan representasi grafis antara nilai prediksi 

(ZPRED) dan sisa (SPRED) dari variabel dependen. Menurut (Imam 

Ghozali, 2011), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi keridaksamaan varians dari residual 

pengamatan satu ke pengamatan yang lain yang berbeda. Jika varians 

dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain 

berbeda disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 1.400 1.268  1.104 .350 

Pendapatan Asli Daerah -6.296 .000 -.415 -.791 .487 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Dari hasil tabel diatas terlihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas 

menunjukkan nilai signifikan variabel X mencapai nilai signifikansi > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan  tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian ini. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Scatterplot 

 

 Pada Gambar 4.2 Berdasarkan hasil scatterplot diatas maka dapat 

diketahui bahwa titik-titik data tersebar disekitar angka 0 atau tidak hanya 

berkumpul di atas maupun di bawah angka 0. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 

heterokedastsitas. 

e. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh secara linear antara variabel pengetahuan dengan variabel 

minat. Berikut persamaan analisis linear sederhana sebagai berikut; 



49 
 

 

Y= a + bX 

Keterangan; 

Y= variable dependent 

a= konstanta perubahan variable X terhadap Y 

b= koefisien konstanta 

X= variable independen 

Tabel 4.7 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .638 .117  5.452 .000 

Pendapatan Asli Daerah .000 .000 .987 46.843 .000 

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 

 Berdasarkan table 4.6 diperoleh persamaan analisis regresi linear 

sederhana yaitu: 

Y= 0,638 + 0,000X 

Berikut penjelasan dari persamaan analisis regresi linear sederhana di 

atas sebagaiberikut: 
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a. Nilai kostanta dari persamaan di atas sebesar 0,638 artinya dengan 

tanpa adanya pengaruh variabel bebas besarnya variabel minat 

adalah 0,638. 

b. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien sebesar 

0,000 yang berarti variabel pendapatan asli daerah berpengaruh 

positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini 

menggambarkan bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah 

maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

2. Uji Hipotesis 

Beberapa uji hipotesis dilakukan dengan beberapa cara yakni: 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur besarnya persentase 

varian yang pengaruhnya ditunjukkan   oleh   variabel   independen   

terhadap   variabel   dependen.   Nilai   koefisien determinasi dapat 

sebagai acuan pengukuran besarnya persentase kebenaran dari uji 

regresi. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol (0) dan satu (1). 

Jika nilai koefisien determinasi regresi mendekati  satu,  maka  

semakin baik regresi tersebut, sedangkan apabila mendekati nol   

maka   variabel   independen   secara   keseluruhan   tidak   dapat   

menjelaskan   variabel dependen. 

Tabel 4.8 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .987a .974 .974 .06927 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah 

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dijelaskan bahwa 

nilai koefisien determinasi R2sebesar 0,974 atau 97,4%. Hal ini 

berarti menunjukkan bahwa variabel independent dalam penelitian ini 

yaitu pendapatan asli daerah dapat menjelaskan variabel dependen 

yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 97,4%. Sehingga 

sisanya sebesar 2,6%% yaitu variabel lainnya yang tidak ada dalam 

penelitian ini. 

b. Uji Parsial (T) 

 Uji t menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel 

independent dan variabel dependen. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka 

terdapat pengaruh parsial atau jika nilai t-hitung ≥ t-tabel maka 

terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Hasil uji t 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Parsial (T) 



52 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .638 .117  5.452 .000 

Pendapatan Asli Daerah .000 .000 .987 46.843 .000 

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.8 diatas, maka dapat  disimpulkan  

sebagai  berikut:  Pertama, pada pengujian hipotesis antara variabel 

(X) Pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan   daerah.   

Dari   hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   pendapatan   asli   

daerah mempunyai nilai yang signifikansi sebesar 0,000. Jadi karena 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil t hitung = 46,843 dan t tabel 

2,000, jadi dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H diterima. Artinya variabel X 

(pendapatan asli daerah) berpengaruh secara parsial terhadap 

kemandirian keuangan daerah disimpulkan bahwa hipotesis diterima. 

Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan asli daerah berpengaruh 

terhadap kemandirian keuangan daerah. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka analisis data 

yang telah dilakukan dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan diatas 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah 

Kabupaten Soppeng 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang dilakukan dalam 

penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) yang variasi dalam 

kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh PAD. Ini merupakan angka 

yang sangat tinggi dan menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan antara 

PAD dan kemandirian keuangan. Meskipun secara statistic PAD berpengaruh  

secara signifikan, namun tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng 

masih tergolong sangat rendah , pada tahun 2024 tingkat kemandirian hanya 

mencapai 18,5% tertinggi selama periode pengamatan, namun tetap dalam 

kategori instruktif. Artinya pemerintah pusat masih dominan dalam pengambilan 

keputusan fiskal melalui dana transfer.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten 

Soppeng. Namun, meskipun ada pengaruh positif, tingkat kemandirian 

keuangan daerah masih sangat rendah, yaitu dalam rentang 15,3%- 18,5% 

selama tahun 2020- 2024. Artinya, Kabupaten Soppeng belum mampu mandiri 

secara fiskal dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. 

Penemuan ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnnya yang 

menunjukkan korelasi positif antara PAD dan kemandirian keuangan daerah 

antara lain: 

1. Fatimah et al. (2020): PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian 

keuangan daerah pada level structural nasional. 
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2. Syafira Frijunita et al. (2024): PAD berkontribusi positif terhadap 

peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah meskipun tax effort 

dan belanja modal tidak selalu relevan. 

3. Bukit (2022): PAD secara signifikan meningkatan kemandirian keuangan 

daerah di Provinsi jambi, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) 

menurunkan tingkat kemandirian fiskal. 

4. Novianti & Ishak  (2022): Di Kota Bandung, pajak daerah sebagai bagian 

PAD secara signifikan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah. 

5. Malau & Simarmata (2020): PAD berpengaruh positif, sedangkan belanja 

modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. 

Adapun kesamaan temuan: apa, dimana, kenapa dan bagaimana 

  Apa: semua penelitian menemukan bahwa PAD merupakan 

variabel penting yang secara signifikan berkontribusi terhadap 

tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. 

 Dimana: penelitian dilakukan di berbagai daerah, seperti Jawa 

Barat, Jambi, Bandung, Halmahera Tengah, hingga Sidoarjo, 

yang menunjukkan kesamaan pola pengaruh PAD terhadap 

kemandirian fiskal meskipun dalam kondisi daerah yang berbeda. 

 Kenapa: karena PAD berasal dari potensi lokal seperti pajak dan 

retribusi, maka daerah yang berhasil mengoptimalkan sumber 

daya lokal cenderung mampu mendanai kebutuhan belanja 

secara mandiri tanpa ketergantungan besar pada pemerintah 

pusat. 
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 Bagaimana: kenaikan PAD memungkinkan peningkatan belanja 

modal pembiayaan program daerah secara mandiri. Di 

Kabupaten Soppeng, meskipun PAD meningkat (terutama 

lonjakan signifikan pada 2024), namun rasio terhadap dana 

transfer pusat masih sangat kecil, sehingga kemandirian tetap 

rendah. Artinya, penguatan PAD perlu disertai reformasi structural 

dalam pengelolaan fiskal dan potensi lokal. 

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang paling utama 

dari suatu daerah. Sedangkan sumber utama dari pendapatan asli daerah 

biasanya diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pendapatan 

asli daerah yang tinggi pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi 

daerahnya sendiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pendapatan asli daerah menggambarkan sejauh mana dalam suatu daerah 

mampu membiayai kebutuhannya sendiri terutama pada sektor pelayanan 

publik dan pembangunan infrastruktur tanpa mengandalkan bantuan dana dari 

pemerintah pusat.  Oleh karena itu, pemerintah harus menggali potensi-potensi 

sumber penerimaan terutama pajak daerah dan retribusi daerah agar  

memberikan  kekuatan  anggaran  untuk  pemerintah  daerah  dalam 

peningkatan  pendapatan  asli  daerah. 

 Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan  oleh  (Fatimah et al., 2020), (Kristina et al., 2021), (Syafira Frijunita et 

al., 2024), (Komunitas et al., 2012), (Wasil et al., 2020), (Bukit, 2022), (Novianti 

& Ishak, 2022), (Andriani & Wahid, 2019), (Saleh, 2020), dan (Malau & 
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Simarmata, 2020)   yang    menyatakan    bahwa setiap  kenaikan  PAD  akan  

diikuti dengan   peningkatan   kemandirian keuangan  daerah.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

disimpulkan hal- hal sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng. Hasil analisis regresi 

linear sederhana menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh kuat terhadap 

kemandirian fiskal dengan nilai koefisien determinasi (R2), serta nilai 

signifikansi yang berarti hubungan antara PAD dan kemandirian keuangan 

sangat signifikan secara statistik. 

2. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng masih tergolong sangat 

rendah.  Selama periode 2020- 2024 rasio kemandirian keuangan daerah 

berada dalam kategori instruktif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024. 

Hal inj menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng masih sangat 

bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (DAU dan DAK). 

3. Meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan, kontribusinya terhadap 

pembiayaan mandiri daerah masih terbatas. Rendahnya rasio kemandirian 

mendanai pembangunan dan operasional pemerintahan daerah. Oleh karena 

itu, dibutuhkan upaya optimalisasi pendapatan daerah, baik melalui pajak, 

retribusi maupun pengelolaan aset daerah. 

4. Kebijakan peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat otonomi fiskal 

daerah. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang lebih efektif 
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dalam pengelolaan PAD, seperti digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan 

kinerja BUMD, serta penguatan aparatur pengelola keuangan daerah guna 

mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan 

fiskal terhadap pusat. 

B. Saran   

Berdasarlkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Soppeng, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah kabupaten soppeng perlu meningkatkan Upaya dalam 

menggali potensi PAD secara optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penyempurnaan regulasi 

daerah, serta inovasi pelayanan publik berbasis digital agar proses 

pemungutan pajak dan retribusi lebih efisien dan transparan. 

2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan 

daerah sangat penting. Pemerintah perlu melakukan pelatihan berkelanjutan 

bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BPKPD) guna memperkuat sistem administrasi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan PAD. 

3. Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset 

daerah sebagai sumber PAD alternatif. Pemerintah daerah harus mampu 

mendorong BUMD untuk lebih produktif dan menguntungkan, serta 

mengelola aset daerah secara efisien agar mampu memberikan kontribusi 

nyata terhadap keuangan daerah. 
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4. Mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. 

Perlu ada perencanaan anggaran yang lebih mandiri dan berorientasi pada 

pemberdayaan potensi lokal untuk memperkuat struktur fiskal dan memcapai 

otonomi daerah yang sesungguhnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Aeniyatul. (2019). Bab iii metoda penelitian. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3, 1–9. 

Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan 

Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus 

Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). Jurnal Akuntansi, 

13(1), 30–39. https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.708 

Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. 

Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program 

Magister Manajemen, 2(1), 51–61. https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162 

Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Literature Review Pengaruh Kontribusi Pajak 

Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Braz Dent J., 

33(1), 1–12. 

Bukit, P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, 22(1), 325. 

https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2036 

Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Equity, 22(2), 197–

214. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936 



61 
 

 

Hidaya, M. F., & Hasbiullah. (2023). Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Dan 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Journal of Regional Economics, 4(2), 56–69. 

Komunitas, E., Persepsi, D. a N., Sikap, T., Dan, M., & Menonton, T. M. (2012). 

Fakultas ekonomika dan bisnis universitas diponegoro semarang 2012. 

Semarang , Universitas Diponogoro, 2015. 

Kristina, S. R., Naukoko, A. T., Dj, H. F. S., Siti, O. :, Kristina, R., Naukoko, A. T., Dj 

Siwu, H. F., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). the 

Effect of Local Revenue (Pad) and Balancing Funds on the Regional Financial 

Independence of Central Halmahera District. Jurnal Riset Ekonomi, 

Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1), 453–461. 

Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) 

Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi 

Dan Bisnis (EK&BI), 3(2), 332–337. https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196 

Marlin, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. Jurnal 

Administrasi Sosial Dan Humaniora, 4(3), 122. 

https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.186 

Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. 

Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 244–250. 

https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127 



62 
 

 

Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan 

Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Informasi, 

Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 15(2), 111–134. 

https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226 

Syafira Frijunita, Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh PAD, 

Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 5(2), 256–269. 

https://doi.org/10.21009/japa.0502.02 

Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjao. Journal of Regional Economics 

Indonesia, 1(2), 99–109. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441 

Wibowo, A. W., & Utami, S. (2014). Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan 

Investasi Di Kabupaten Sleman. Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi, 3(1), 22–

43. 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

Lampiran 1 

Surat Permohonan Izin dari Fakultas 
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Surat Permohonan Izin dari LP3M 
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Surat Izin dari PTSP Provinsi Sul-Sel 
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Surat Izin dari PTSP Kabupaten Soppeng 
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Lampiran 2 

Pendapatan Asli Daerah  

Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

Lain- lain Pendapatan 
Asli Daerah yang Sah 

 2020 19,481,179,569.70 6,264,366,345.50 18,396,001,683.00 107,718,593,739.67 
 

2021 20,152,575,109.00 10,462,038,543.00 19,163,344,683.00 105,677,267,010.90 
 

2022 24,214,869,864.00 5,652,120,152.00 16,409,490,091.00 96,708,499,730.03 
 

2023 24,938,335,103.00 4,535,268,039.00 16,172,783,625.00 120,691,322,892.39 
 

2024 26,811,741,860.00 4,410,246,820.54 16,458,176,699.00 130,478,349,636.26  
 

Kemandirian Keuangan Daerahn   

 
 
 

Tahun 

PAD Tranfer pusat Presentase 

 2020 151,860,141,337.87 854,758,766,531.00 17.8% 
 

2021 155,455,225,345.90 970,643,355,351.00 16.0% 
 

2022 142,984,979,837.03 931,660,464,598.00 15.3% 
 

2023 166,337,709,659.39 924,615,682,393.00 18.0% 
 

2024 178,158,515,015.80 962,398,539,540.00 18.5% 
 

 

Data Triwulan  

Tahun PAD Transfer Pusat Persentase 

2020 12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 

  12655011778 71229897211 0.17766433 
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Tahun PAD  Transfer Pusat Persentase 

2021 12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

  12954602112 80886946279 0.160156894 

Tahun  PAD Transfer Pusat Persentase 

2022 11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

  11915414986 77638372050 0.15347327 

Tahun  PAD  Transfer Pusat Persentase 

2023 13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 

  13861475805 77051306866 0.179899295 
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Tahun PAD  Transfer Pusat Persentase 

2024 14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 

  14846542918 80199878295 0.18511927 
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Lampiran 3 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b Mean .00000 

Std. Deviation .14981 

Most Extreme Differences Absolute .219 

Positive .219 

Negative -.201 

Test Statistic .219 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .987a .974 .974 .06927 1.169 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah 

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 Pendapatan Asli Daerah .987 .987 .987 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Uji Heteroskedasitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.400 1.268  1.104 .350 

Pendapatan Asli Daerah -6.296 .000 -.415 -.791 .487 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .987a .974 .974 .06927 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah 

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .638 .117  5.452 .000 

Pendapatan Asli Daerah .000 .000 .987 46.843 .000 

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah 
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Lampiran 4 

Dokumentasi Penelitian 
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	A. Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka disimpulkan hal- hal sebagai berikut:
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh kuat terhadap kemandirian fiskal dengan nilai ko...
	2. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Soppeng masih tergolong sangat rendah.  Selama periode 2020- 2024 rasio kemandirian keuangan daerah berada dalam kategori instruktif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024. Hal inj menunjukkan bahwa pemerin...
	3. Meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan, kontribusinya terhadap pembiayaan mandiri daerah masih terbatas. Rendahnya rasio kemandirian mendanai pembangunan dan operasional pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya optimalisasi pendapa...
	4. Kebijakan peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat otonomi fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan PAD, seperti digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kinerja BUMD, serta penguatan...
	B. Saran
	Berdasarlkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Soppeng, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
	1. Pemerintah daerah kabupaten soppeng perlu meningkatkan Upaya dalam menggali potensi PAD secara optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penyempurnaan regulasi daerah, serta inovasi pelayanan publik ber...
	2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah sangat penting. Pemerintah perlu melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) guna memperkuat sistem administras...
	3. Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah sebagai sumber PAD alternatif. Pemerintah daerah harus mampu mendorong BUMD untuk lebih produktif dan menguntungkan, serta mengelola aset daerah secara efisien agar mampu memb...
	4. Mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Perlu ada perencanaan anggaran yang lebih mandiri dan berorientasi pada pemberdayaan potensi lokal untuk memperkuat struktur fiskal dan memcapai otonomi daerah yang sesungguhny...
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